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WALIKOTA PALEMBANG
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

nomor 0 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

. bahwa  sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi kehijakan umum APBD, keadzan yang menyebabkan
pergeseran antar unit kerja, antara kegiatan dan antar jenis belanja,
keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan uniuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan,
perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kola Palembang Tahun 2012 yang sebelumbya telah diatur
dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 32 Tahun 2011;

. hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf &, periu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah Tahun Anggaran 2012.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1859 fentang Pembentukan

Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara RI Tahun 1859 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran MNegara Rl Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3851) ;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor
208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran
Negara Rl Nomor 4286) ;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomer 5, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4355) ;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4389) ;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Rl Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4400);

. Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali



diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomaer 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4438) ;

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Rl  Nomor 5048) ;

11. Peraluran Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Fengawasan Atfas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4080);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Penwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemeriniah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomer 47, Tambahan Lembaran
Negara Rl Namor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4574);

14.Peraturan Pemerintah MNomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4575),

15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005
Nomar 138, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4576),

16. Peraturan Pemerintah Nomaor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara RI Tahun 2005 Nomer 150, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomar 4585),

18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Negara Rl Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578),

19. Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi. dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4737);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007;

21.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2002 lentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2002 Nemor 5), sebagaimana telah diubah dengan Perda
Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2007 Nomor 2);

22.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Palembang Momor 7 Tahun 2006 (Lembaran Daerah
Keota Palembang Tahun 2005 Namer 7);



Menetapkan

23. Peratluran Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2008 Nomor 8);

24. Peraluran Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasl dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli ( Lembaran Dasrah Kota
Palembang Tahun 2008 Nomaor 8);

25.Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
Dan
WALIKOTA PALEMBANG
MEMUTUSKAN ;

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula
berjumiah Rp.2.009.879.546.189,00 bertambah sejumlah
Rp.270.298.036.049,86 sehingga menjadi Rp.2.280.177.582.238,86 dengan
rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :
a. Semula Rp. 1.895.636.728.189,00
b. Bertambah Rp. 134.051.515.715.75
Jumlah Pendapatan selelah perubahan Rp.2.122.688.243.904,75

2. Belanja:
a. Semula Rp. 2.009.879.546.189,00
b. Berlambah Rp.  270.298.036.049.86
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.2.280.177.582.238 86
Defisit setelah perubahan (Rp. 150.488.338.334,11)

3. Pembiayaan :
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 56.742.818.000,00

2) Bertambah Rp. _ 209.700.183.126,20
Jumlah Penerimaan setelah perubahan  Rp. 266.443.001.126.20

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 42.500.000.000,00

2) Bertambah Rp. 73.453.662.792.09

Jumiah Pengeluaran setelah perubahan  Rp. 115.853.662.792.09
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 150.489.338.334.11

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan setelah perubahan Rp. NIHIL



Pasal 2

Pernyataan Modal pada perubahan bertambah sebesar Rp.10.400.000.000,00
terdiri darj '
1. Pemyataan  Modal Kepada PT SP2J berambah  seb
esar
Rp.8.000.000.000,00

2. Pernyataan Modal Kepada PT.Patralog sebesar Rp 2.400.000.000,00

Pasal 3

(1) Dalam Keadaan Darurat setelah perubahan APBD, Pemerintah Daerah
dapa!_ melakukan pengeluaran yang belum lersedia anggarannya yang
selanjutnya dicantumkankan dalam Laporan Realisasi Anggaran, atau
dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga '

(2) Keadaan darurat sebagaumana dimaksud pada ayat (1), sekurang

kurangnya memenubhi kriteria sebagai berikut -

a. l?ukan merupakan Kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang

. Beragl_a .diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah : dan.

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap Anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat

(3) Pengeluaran Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Lern:(asuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan kriteria sebagai
erikut.

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar begl pemerintah daerah dan Masyarakat

Pasal 4
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran | Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran Il  Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran lll  Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5, LampiranV  Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golengan dan per
Jabatan;

7. Lampiran VIl Laporan Keuangan Pemerintah yang telah ditetapkan dengan
Peraluran Daerah;

8. Lampiran Vill Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesalkan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berkenaan ini; dan

9. Lampiran IX  Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;



Pasal 5

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikata Palembang menetapkan
Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapalan dan Belanja
Daerah APBD Tahun Anggaran 2012.

Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada fanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditelapkan di Palembang
pada tanggal & Owceer 2012

WALIKOTA PALEMBANG,
Deéuractsngios Al
Pada mnggal ¥ = 18- e
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